BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab
sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan
seksual berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana maka penulis
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya
perlindungan masyarakat sebab Dalam pengambilan kebijakan hukum pidana,
baik kebijakan di bidang hukum pidana materiil maupun hukum formil
termasuk di dalamnya kebijakan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban
yang dilakukan secara integral/komprehensif melalui pendekatan kebijakan
dan pendekatan nilai. Karena apabila tidak, maka kebijakan hukum pidana itu
tidak akan efektif mencegah kejahatan, dan secara lebih luas melindungi
masyarakat dari tindak kejahatan Perlindungan hukum terhadap anak korban
kekerasan seksual seperti kasus diatas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu
dengan menggunakan jalur hukum refresif, yaitu melalui jalur hukum pidana,
dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun
penegakan aturan-aturan hukum dan di luar jalur hukum preventif, yaitu
perlunya tindakan preventif misalnya memonitoring setiap lembaga dan
satuan pendidikan berlatar agama atau nonagama, Edukasi tentang seksualitas
harus dilakukan sejak dini, bagaimana seorang anak harus bisa menjaga

tubuhnya, menjaga pandangan, menjaga kemaluan.
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2. Edukasi ini dilakukan sebelum anak masuk ke dalam satuan pendidikan
berlatar agama atau nonagama,dan perlu adanya tes psikologi yang dilakukan
instansi dinas pendidikan atau kemenag daerah masing-masing, kepada para
pengajar, baik di lembaga pendidikan. Hal itu penting untuk mencegah adanya
terjadinya kekerasan seksual. Semisal Tiga bulan sekali memeriksa kondisi
psikologis guru.

Bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan
hukum; rehabilitasi; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan
terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma
jangka panjang.

3. Faktor dari Pelaku yaitu pelaku melarikan diri dan kesulitan mendapatkan
informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam
menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku
yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah
tidak aktif.

Faktor dari Korban dan keluarga korban adalah pihak penyidik kesulitan
mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma
berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas
tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang
mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana
kekerasan seksual sodomi atau pencabulan. Dan dalam penyidikan mengenai

tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik
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mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada
anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak
ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi
sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah
berasal dari keluarga

Faktor Lokasi ini membuat pihak penyidik sulit mengidentifikasi sebab
kesulitan mendapatkan alat bukti dan saksi, lokasi yang sangat terpencil
seperti Hutan menjadi faktor menghambat jalan nya penyidikan.

Faktor dari pihak kepolisian yang menghambat dalam melindungi korban
tindak pidana kekerasan seksual antara lain adalah keterbatasan dana, yang
dimana dalamtindak pidana kekerasan seksual terdapat berbagai biaya
pengeluaran yang tidak sedikit. Misalnya dalam melakukan sosialisasi dan
patroli yang dilakukan pihak kepolisian juga membutuhkan biaya yang besar,

seperti biaya untuk perlengkapan maupun transportasi.

B. Saran

1. Demi kenyamanan setiap anak untuk bersekolah dan mengurangi
kekhawatiran orang tua melepaskan anak nya sudah seharusnya pemerintah
dalam hal ini menyalurkan dana kepada para pihak terkait untuk
memonitoring setiap lembaga dan satuan pendidikan berlatar agama atau

nonagama, dan perlu adanya tes psikologi yang dilakukan instansi dinas
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pendidikan atau kemenag daerah masing-masing, kepada para pengajar, baik
di lembaga pendidikan. Hal itu penting untuk mencegah adanya terjadinya
kekerasan seksual. Semisal Tiga bulan sekali memeriksa kondisi psikologis
guru

Kepada orang tua juga diharapkan memperhatikan anak-anaknya dengan
memberikan pengertian tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh
dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi
pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal dipipi harus
berhati-hati kerena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu adalah orang
yang tidak dikenal. Serta sekolah juga harus berperan penting dan
diharapkan memberikan pendidikan tentang seksualitas, karena pendidikan
seksual merupakan informasi penting yang perlu diketahui oleh anak. Melalui
diskusi seputar hal-hal yang bersifat seksual, anak pun bisa lebih memahami

pentingnya seksualitas sebagai bagiandari kesehatan tubuh.
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